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“Kesalahan terbesar adalah putus asa, keberanian terbesar adalah sabar, 

guru terbaik adalah pengalaman, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 

dan modal terbesar adalah percaya diri.”
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RINGKASAN 

 

Pada tatanan hukum di Indonesia, koperasi merupakan badan usaha yang 

diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu, koperasi dapat melakukan 

perbuatan–perbuatan hukum seperti halnya manusia. Mengingat besarnya 

tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan 

hukum pengurusnya, maka dalam pendirian badan hukum koperasi harus sesuai 

dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Mengingat koperasi 

merupakan badan usaha, tentu dalam kegiatan usahanya akan menimbulkan 

hubungan-hubungan hukum di antara para pihak yang tergabung dalam koperasi 

tersebut. Terkait hal tersebut maka  setiap koperasi membutuhkan pengaturan 

hubungan-hubungan hukum antara satu dengan lainnya yang dituangkan dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Koperasi yang dibuat 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataanya, masih 

terdapat koperasi yang seakan mengabaikan masalah kepastian hukum. Masih 

terdapat koperasi dalam proses pembentukannya dilakukan berdasarkan dokumen-

dokumen yang berupa akta di bawah tangan, sehingga tidak ada yang bisa 

menjamin kebenaran isi akta tersebut.  

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu : (i) Bagaimana status hukum 

koperasi yang didirikan dengan akta di bawah tangan di tinjau dari kepastian 

hukum; (ii) Apakah akibat hukum dari koperasi yang didirikan dengan akta 

Pendirian di bawah tangan.  

Penulisan skripsi ini bertujuan; Mengetahui dan memahami status hukum 

koperasi yang didirikan dengan akta di bawah tangan di tinjau dari kepastian 

hukum; Mengetahui dan memahami akibat hukum dari koperasi yang didirikan 

dengan akta Pendirian di bawah tangan.  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

yuridis-normatif (legal research) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan 

undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan 

non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.  
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Kesimpulan dari skripsi ini adalah, pertama bahwa Koperasi yang akta 

pendiriannya dibuat di bawah tangan telah bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, karena ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-

undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata, koperasi yang akta 

pendiriannya bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang tidak memenuhi syarat 

formil sebagai akta otentik, sehingga apabila koperasi melakukan perbuatan 

melawan hukum, akta pendirian yang dibuat di bawah tangan tidak dapat 

digunakan oleh para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti yang kuat dan 

mengikat. Kedua, Koperasi yang akta pendiriannya dibuat di bawah tangan tidak 

sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2012 tentang  Perkoperasian, sehingga menimbulkan akibat hukum koperasi 

tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum.. Koperasi yang akta 

pendiriannya dibuat di bawah tangan bukan merupakan subyek hukum yang dapat 

memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban. Koperasi tersebut 

tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga segala kegiatan usaha dari 

koperasi tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana Koperasi yang memperoleh 

status badan hukum karena pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan izin 

untuk melakukan kegiatan usaha. Bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan 

usaha maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab Koperasi 

namun merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya. 

Saran dari skripsi ini adalah dalam pembuatan akta pendirian Koperasi 

harus dibuat oleh Notaris yang telah ditunjuk pemerintah sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Koperasi agar Koperasi memiliki kepastian dan perlindungan hukum 

sehingga Koperasi dapat diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha 

Koperasi. 
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